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Abstrak: This study resulted in that tradition melon practices of agricultural land in the village of Laren Dark District of Lamongan. First, the formation of the contract agreement nelon agricultural land is only made orally by using the principle of mutual trust. Second, plant seeds derived from the manager to the provisions period based on the growing season. Third, the distribution of the results is done after harvest with a percentage of 1/3 to 2/3 to land owners and tenants. Fourth, the distribution of proceeds to the land owners in the initial contract dipanjari time of the agreement. Fifth, if the land does not produce anything or failed harvests, the only loss is borne by the tenant for loss that was not caused by a natural disaster. From these results we can conclude, that tradition nelon practices of agricultural land in the village of Laren Dark Lamongan District of permissible under Islamic law, but when the plant seedlings from tenants there that allow some scholars and some do not allow. Similarly, in the distribution of the results the percentage of 1/3 and 2/3 for the owner of the land to the tiller was legitimate in the muka>barah, and it is in accordance with the opinion of scholars and clerics Shafi'ites H{anabilah. Then, the results for the division of the land owners dipanjari at the beginning of the contract when the agreement was also valid in the muka>barah, while the percentage distribution of the result is determined at the beginning of the current contract agreement and the division of the results done after harvest or after calculating the pros and cons in mind. 

Kata kunci: Islamic law, Mukha>barah, tradition.

Pendahuluan
Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari pergaulan yang mengatur hubungan manusia di dalam kebutuhannya, dalam hal ini manusia akan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kelangsungan hidup. Disadari bahwa manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup sendirian. Sifat ketergantungan satu dengan yang lain sangat kuat. Hal ini mengingat manusia hidup tidak bisa sendiri namun selalu berinteraksi dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya.
Dalam aspek ekonomi, merupakan salah satu kegiatan untuk berinteraksi yang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari kegiatan ekonomi sudah merupakan suatu kebutuhan. Sifat dasar manusia yang tidak lepas berinteraksi dengan orang lain itu menjadikan hukum dasar dari berbagai jenis transaksi itu adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Hal ini sesuai kaidah fiqih:
اَلْأَ صْلُ فِي ألْعُقُوْدِ وَالْمُعَا مَلاَتِ الصِحَّةُ حَتَّى يَقُوْمَ دَليْلٌ عَلَى الْبُطْلاَنِ وَالتَّحْرِيْم 
Artinya: “Pada dasarnya semua akad dan muamalah itu hukumnya sah sampai ada dalil yang membatalkan dan mengharam-kannya”.​[1]​
Perkembangan jenis dan bentuk muamalah dari masa ke masa senantiasa berjalan mengikuti perkembangan zaman, pentingnya akan pemenuhan kebutuhan yang disertai oleh pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan turut berperan dalam mempengaruhi perkembangan jenis dan bentuk muamalah. Adapun dalam bidang muamalah sendiri terdapat berbagai macam akad di bidang transaksi perekonomian Islam, salah satunya adalah akad bagi hasil pertanian yang dalam istilah fiqih dikenal dengan istilah muza>ra’ah.
Secara etimologi, muza>ra’ah (اَلْمُزَارَعَةُ  ) adalah wazn  مُفَاعَلَةٌ  dari kata  اَلزَّرْعُ  yang sama artinya dengan ألأِنْبَاتُ menumbuhkan.​[2]​ Sedangkan menurut terminologi shara‘ muza>ra’ah adalah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan oleh kedua belah pihak.​[3]​
Kerjasama bagi hasil pertanian pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum Islam. Bentuk kerjasama ini telah diketahui dan dijalankan oleh umat Islam sehingga terus berkembang di mana-mana mulai zaman Nabi hingga saat ini. Di antara contoh tentang sistem bagi hasil pertanian ini disebutkan dalam hadis Nabi saw, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar, sebagai berikut:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ
Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar r.a., bahwasanya Rasulullah saw, telah lakukan mu’amalah kepada penduduk Khaibar dengan separoh hasil yang keluar dari buah atau biji-bijian”.​[4]​
Berangkat dari riwayat di atas, maka pemanfaatan tanah pertanian dapat dilakukan dengan cara muza>ra’ah yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap dengan ketentuan bahwa benih (bibit) berasal dari pemilik tanah. Ada pula yang dilakukan dengan mukha>barah yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap hanya saja benih (bibit) berasal dari penggarap.​[5]​ 
Dalam konsep Islam mengenai pembagian hasil pertanian seharusnya masing-masing pihak mendapatkan bagian dari hasil tanah tersebut dengan persentase yang disepakati bersama. Bila tanah itu mendatangkan hasil panen yang banyak, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang banyak, bila mendapatkan sedikit keuntungan, keduanya juga mendapatkan hasil yang sedikit, dan jika tanah tidak menghasilkan sesuatu, kerugian pun harus ditanggung bersama-sama. Inilah cara yang baik dan lebih memuaskan kepada kedua belah pihak.​[6]​ Dengan cara seperti ini dapat membantu antara kedua belah pihak, dimana pemilik tanah tidak sanggup atau tidak mampu untuk mengerjakan sendiri lahannya, sedangkan petani penggarap tidak mempunyai tanah pertanian untuk bertani dan mereka hanya memiliki kemampuan dalam bertani.
Di lingkungan masyarakat Indonesia dalam bidang bagi hasil pertanian mempunyai corak dan sistem yang beragam dan juga berbeda-beda yang pada intinya dibentuk berdasarkan kesepakatan yang dibuat pada awal saat melakukan akad perjanjian. Namun kerjasama semacam ini sering terjadi permasalahan dikalangan masyarakat saat ini, meskipun syarat dan ketentuan sudah ada tetapi masih saja sering terjadi kesalah pahaman antara pemilik tanah dengan penggarap terutama dari segi hasilnya yang harus dibagi tetapi perolehan panen tidak sesuai dengan harapan kita, dan juga mengenai benih yang ingin ditanam oleh pihak penggarap.​[7]​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Di antara problematika kerjasama bagi hasil pertanian tersebut, di antaranya adalah kerjasama yang dilakukan di tempat-tempat tertentu yang disesuaikan dengan kebiasaan atau adat setempat, dengan begitu masyarakat tersebut telah mengabaikan aturan-aturan dalam bermuamalah yang seharusnya mereka tunaikan untuk kemaslahatan bersama. Salah satu kerjasama bagi hasil pertanian yang tampak bermasalah adalah yang dilakukan di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan yaitu tradisi praktik nelon lahan pertanian.
Tradisi praktik nelon lahan pertanian ini merupakan bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk pengelola lahan dari hasil panen, dengan ketentuan bagian untuk pemilik lahan dipanjari di awal akad saat perjanjian. Sedangkan apabila tanah tidak menghasilkan sesuatu atau gagal panen maka kerugian hanya ditanggung oleh pihak penggarap selama kerugian itu bukan diakibatkan karena bencana alam.
Dalam mekanisme pembentukan akad kerjasama dalam pertanian ini terjadi tanpa adanya pencatatan formal yang disaksikan oleh perangkat desa dan terbentuk, di sisi lain juga dengan adanya kerjasama dan pembagian hasil keuntungan yang menggunakan hukum adat setempat yaitu dengan sistem nelon. Perjanjian ini dibuat juga berdasarkan waktu musim tanam, yaitu musim tanam rendengan, walikan, dan telonan. Kemudian, di sana juga ada yang namanya musim wereng (terserang penyakit) di mana pada masa-masa itu hasil produktifitas dari pertanian akan menurun drastis dari yang semula hasilnya banyak menjadi sedikit. Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghasilan petani adalah ketika penggarapan pada saat musim-musim tertentu, seperti pada waktu musim telonan mereka kesulitan untuk mendapatkan air, jika menggarap pada waktu musim rendengan mereka kesulitan untuk menggarapnya karena banyak terserang penyakit yang disebabkan karena kelebihan air, tentunya hal ini akan berdampak pada penghasilan petani, di sini ada unsur untung-untungan juga di dalamnya.

Konsep Akad Mura>bah}ah
Al-mukha>barah juga disebut dengan al-muza>ra’ah dari asal kata “al-Khaba>r” ( اَلْخَبَارْ ) yang artinya adalah tanah yang gembur.​[8]​ Secara etimologi, muza>ra’ah (اَلْمُزَارَعَةُ  ) adalah wazn  مُفَاعَلَةٌ  dari kata  اَلزَّرْعُ  yang sama artinya dengan  ألأِنْبَاتُ   menumbuhkan.​[9]​ Sedangkan menurut terminologi shara‘ mukha>barah adalah suatu akad kerja sama antara dua orang, di mana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk dikelola sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi di antara mereka dengan perimbangan setengah-setengah, atau sepertiga dua pertiga atau lebih kecil atau lebih besar dari nisbah tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan mereka. Hanya saja dalam definisi muza>ra’ah tersebut, Syafi’iyah mengemukakan bahwa bibit tanaman harus dikeluarkan oleh pemilik tanah. Apabila bibit dikeluarkan oleh penggarap, maka istilahnya bukan muza>ra’ah, melainkan mukha>barah.​[10]​
Mukha>barah hukumnya diperselisihkan oleh para fuqaha>. Imam Abu H{anifah dan Zufar, serta Imam Asy-Syafi’i tidak membolehkanya. Akan tetapi, sebagian Syafi’iyah membolehkanya, dengan alasan kebutuhan (h}a>jah).​[11]​ Mereka beralasan dengan hadis Nabi saw sebagai berikut:
وَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ 
Artinya: Dari Tha>bit bin D{ah{h{a>k, bahwasanya Rasulullah saw, larang muza>ra’ah tetapi memerintah mua>jarah.​[12]​
Menurut jumhur ulama, yang terdiri atas Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Malik, Ahmad dan Abu Dawud Azh-Zhahiri, mukha>barah itu hukumnya boleh.​[13]​ Alasanya adalah hadis Nabi saw sebagai berikut:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ 
Artinya: Dari Ibnu ‘Umar r.a., bahwasanya Rasulullah saw, telah lakukan mu’amalah kepada penduduk Khaibar dengan separoh hasil yang keluar dari buah atau biji-bijian.​[14]​

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحْرُمُ اْلمـُزَارَعَةُ وَلَكِنْ اَمرَانِ يَرْفِقُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ
Artinya: Sesungguhnya Nabi saw, tidak mengharamkan muza>ra’ah akan tetapi memerintahkan, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain.​[15]​

Rukun Mukha>barah
Rukun mukha>barah menurut H{anafiyah adalah ija>b dan qabu>l, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, “Saya serahkan tanah ini kepada anda untuk digarap dengan imbalan separuh dari hasilnya”, dan pernyataan penggarap, “Saya terima atau saya setuju”.​[16]​ Adapun ulama H{anabilah berpendapat bahwa mukha>barah tidak memerlukan qabu>l secara lafaz}, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah.​[17]​ Sedangkan menurut jumhur ulama, sebagaimana dalam akad-akad yang lain, rukun mukha>barah ada tiga, yaitu:
1.	A>qid, yaitu pemilik tanah dan penggarap.




Mengenai syarat-syarat dalam akad mukha>barah terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama, di antara adalah:
1.	Menurut Abu Yusuf dan Muhammad
Syarat-syarat mukha>barah itu meliputi syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaku (a>qid), tanaman/yang ditanami, hasil tanaman, tanah yang ditanami, tujuan akad, alat pertanian yang digunakan, dan masa penanaman.​[19]​
a.	Syarat a>qid, yaitu a>qid harus berakal dan a>qid tidak murtad.​[20]​
b.	Syarat tanaman, yaitu harus dijelaskan apa yang akan ditanam.​[21]​
c.	Syarat hasil panen, yaitu:
1)	Pembagian hasil panen harus disebutkan pada waktu akad.
2)	Hasil tanaman setatusnya adalah milik bersama di antara kedua belah pihak.
3)	Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya (nisbah-nya), seperti separuh, sepertiga, seperempat, atau lain sebagainya.
4)	Bagian masing-masing harus berupa bagian yang masih umum dan global dari keseluruhan hasil panen (misal, yaitu seperti separuh, sepertiga atau seperempat dari keseluruhan hasil panen yang didapatkan misalnya).​[22]​
d.	Syarat tanah yang akan ditanami, yaitu:
1)	Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan.
2)	Batas-batas tanah itu jelas.
3)	Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap.​[23]​
e.	Syarat tujuan akad, yaitu mengambil manfaat tenaga penggarap, di mana pemilik tanah mengeluarkan bibitnya, atau mengambil manfaat atas tanah, di mana penggarap yang mengeluarkan bibitnya.​[24]​
f.	Syarat alat yang digunakan, yaitu haruslah mengikuti akad, bukan menjadi tujuan akad.​[25]​
g.	Syarat masa mukha>barah, yaitu:
1)	Waktunya telah ditentukan.
2)	Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.
3)	Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak menanam menurut kebiasaan.​[26]​
2.	Menurut ulama Malikiyah.
Ulama Malikiyah mengemukakan bahwa syarat mukha>barah itu ada tiga, yaitu sebagai berikut:
a.	Benih (bibit) harus ditanggung bersama-sama oleh pemilik tanah dan penggarap.
b.	Kedua belah pihak yang berserikat, yaitu pemilik dan penggarap harus mempunyai hak yang sama dalam keuntungan (hasil yang diperoleh), sesuai dengan modal (biaya) yang dikeluarkan.
c.	Benih (bibit) yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak harus sama jenisnya.​[27]​
3.	Menurut ulama Syafi’iyah.
Ulama Syafi’iyah tidak mensyaratkan dalam mukha>barah persamaan hasil yang diperoleh antara pemilik tanah dan pengelola (penggarap).​[28]​ Menurut mereka mukha>barah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola.​[29]​
4.	Menurut ulama H{anabilah.
Ulama H{anabilah membolehkan mukha>barah dengan imbalan sebagian dari hasil garapannya. Tetapi mereka tidak mensyaratkan persamaan dalam pembagian hasil tersebut. Mereka mensyaratkan seperti halnya Syafi’iyah, hal-hal sebagai berikut:
a.	Benih (bibit) harus dikeluarkan oleh pemilik tanah.
b.	Bagian masing-masing pihak harus jelas.
c.	Jenis benih yang akan ditanami harus diketahui, demikian pula kadarnya.​[30]​

Eksistensi Mukha>barah
Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Abu H{anifah), mukha>barah mempunyai empat keadaan, tiga s{ah{i>h{ dan satu batal.
1.	Dibolehkan mukha>barah jika tanah dan benih berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan dan alat penggarap berasal dari penggarap.
2.	Dibolehkan mukha>barah jika tanah dari pemilik, sedangkan benih, alat penggarap, dan pekerjaan dari penggarap.
3.	Dibolehkan mukha>barah jika tanah, benih, dan alat penggarap berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan berasal dari penggarap.




Mukha>barah terkadang berakhir telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai dipanen. Akan tetapi, terkadang akad mukha>barah berakhir sebelum terwujudnya tujuan mukha>barah, karena sebab-sebab berikut:
1.	Masa perjanjian mukha>barah telah habis.
2.	Meninggalanya salah satu pihak.
3.	Adanya udzur atau alasan, sebagai berikut:
a.	Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang.
b.	Penggarap tidak dapat mengelolah tanah, misalnya sakit atau jihad di jalan Allah SWT.​[32]​

Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Praktik Nelon Lahan Pertanian Di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan
Kegiatan kerjasama pertanian di Desa Gelap tersebut dikenal dengan mukha>barah dalam Islam yaitu, kerjasama pertanian antara pemilik lahan dengan pengelola atau penggarap dan modalnya ditanggung oleh pengelola lahan secara keseluruan. Dalam kajian hukum Islam, terdapat dua praktik kerjasama yang memiliki sedikit persamaan dan perbedaan secara konstektual, yaitu mukha>barah dan muzar>a’ah. Sebagaimana didefinisikan oleh ulama Syafi’iyah membedakan antara mukha>barah dan muza>ra’ah, sebagai berikut:
اَلْمُخَابَرَةُ هِيَ عَمَلُ الْاَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَاْلبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ. وَلْمُزَارَعَةُ هِيَ اَلْمُخَابَرَةُ وَلَكِنَّ اْلبَذْرَ فِيْهَا يَكُوْنُ مِنَ الْمَـالِكِ
Artinya: Mukha>barah yaitu mengerjakan suatu lahan dengan upah sebagian dari hasilnya, sementara benihnya dari pihak pekerja. Sedangkan muza>ra’ah sama dengan mukha>barah, hanya saja benihnya dari pemilik lahan.​[33]​

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa muza>ra’ah yaitu kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Bila dalam kerjasama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerjasama ini disebut al-mukha>barah.
Secara praktik, bentuk kerjasama pertanian sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan juga dipraktikkan oleh Rasulullah saw. Hal tersebut dapat dipahami melalui beberapa sabda Nabi, sebagai berikut:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ 
Artinya: Dari Ibnu ‘Umar r.a., bahwasanya Rasulullah saw, telah lakukan mu’amalah kepada penduduk Khaibar dengan separoh hasil yang keluar dari buah atau biji-bijian.​[34]​

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: اَنَا ثَالِثُ الشَّرِ كَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِاَ 
Artinya: Dari Abu Hurairah, Ia berkata: Telah bersabda Rasululla saw: Allah swt berfirman: Aku yang menigai dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati yang lainya. Maka apabila ia berkhianat, aku keluar dari antara mereka.​[35]​
Di samping itu, dalam tinjaun hukum Islam memang terdapat ulama yang tidak memperbolehkan mukha>barah, seperti Imam Abu H{anifah dan Zufar, serta Imam Asy-Syafi’i.​[36]​ Mereka beralasan dengan hadis Nabi saw, sebagai berikut:
وَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَة 
Artinya: Dari Tha>bit bin D{ahha>k, bahwasanya Rasulullah saw, melarang muza>ra’ah tetapi memerintah mua>jarah”.​[37]​

Berdasarkan paparan mengenai dasar hukum tersebut di atas, dapat peneliti pahami bahwa kerjasama pertanian yang dilakukan oleh warga Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan merupakan bentuk kerjasama yang diperbolehkan dalam hukum Islam karena Rasulullah juga perna melakukan kerjasama (penggarapan tanah) dengan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari hasil yang keluar dari tanah tersebut, baik buah-buahan maupun tanaman.
Jumhur ulama yang membolehkan akad mukha>barah mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad diangap sah.​[38]​ Adapun syarat mukha>barah menurut mereka sebagai berikut:
1.	Syarat a>qid. Secara umum ada dua syarat yang diberlakukan untuk a>qid (pelaku akad), yaitu:
a.	A>qid harus berakal (mumayyiz). A>qid nelon lahan pertanian yang dilakukan oleh warga Desa Gelap baik pemilik tanah maupun petani penggarap telah memenuhi syarat sebagai a>qid. Hal ini terlihat dari banyaknya pemilik tanah maupun penggarap yang sudah berumur (di atas 30 tahun) dan mereka mampu melakukan akad sehingga tercapailah perjanjian antara pemilik tanah dengan petani penggarap.
b.	A>qid tidak murtad, menurut pendapat Imam Abu H{anifah. Hal tersebut dikarenakan menurut  Imam Abu H{anifah, tindakan (tasarruf) orang yang murtad hukumnya ditangguhkan (mauquf). Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin H{asan, akad mukha>barah dari orang yang murtad hukumnya dibolehkan.
2.	I>ja>b dan qabu>l. S}ig}hat akad nelon lahan pertanian ini hanya dilakukan secara tersirat atau lisan saja dari petani penggarap kepada pemilik tanah untuk digarap tanahnya dan tidak menyebut secara jelas bahwa itu akad perjanjian nelon lahan pertanian. Namun secara tersirat sudah memenuhi maksud dan tujuan tentang akad mukha>barah tersebut. Karena menurut ulama H{anabilah, dalam akad mukha>barah tidak memerlukan qabu>l secara lafaz}, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. 
Sementara dikalangan ulama ushul fiqh mempunyai pedoman bahwa yang terpenting dalam suatu akad itu bukanlah ucapan atau perkataan akan tetapi maksud dan tujuannya yang lebih penting. Sebagaimana yang telah digambarkan dalam suatu kaidah ushuliyah yang berbunyi:
اَلْعِبْرَةُ فِى الْعُقُوْد لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِى لَا لِلْأَ لْفَاظِ وَالْمَبَانِىِ 
Artinya: Tolak ukur dalam transaksi adalah maksud dan makna dari perkataan dari pelaku transaksi bukan sekedar kata-kata dan susunan redaksinya.​[39]​
3.	Syarat tanaman. Syarat yang berlaku untuk tanaman adalah harus jelas (diketahui). Dalam hal ini harus dijelaskan apa yang ditanam. Namun dilihat dari segi istihsan, menjelaskan sesuatu yang akan ditanam tidak menjadi syarat mukha>barah karena apa yang akan ditanam diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. dalam konteks akad nelon lahan pertanian di Desa Gelap adalah tanaman padi.
4.	Syarat hasil panen. Ada sejumlah syarat untuk apa yang dihasilkan oleh tanaman yang digarap, jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka akad mukha>barah rusak dan tidak sah,​[40]​ yaitu:
a.	Pembagian hasil panen harus disebutkan pada waktu akad. Hal ini secara tersirat telah dilakukan ketika akad terbentuk secara otomatis penyerahan tanah serta pembagian hasilnya telah sama-sama dipahami dan disetujui oleh masing-masing pihak, sehingga dalam syarat ini walaupun secara tersirat tetapi telah terpenuhi dalam kerjasama ini.
b.	Hasil tanaman setatusnya adalah milik bersama di antara kedua belah pihak. Hal ini terealisasi dalam praktik yang ada yaitu hasil tanaman yang diperoleh dalam kerjasama tersebut telah dimiliki bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, sehingga kedua belah pihak menerima hasil dari satu jenis barang yang sama.
c.	Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya (nisbah-nya), seperti separuh, sepertiga, seperempat, atau lain sebagainya. Persyaratan ini pun terlaksana dengan sempurna yaitu 1/3 ditentukan untuk pemilik tanah dan 2/3 ditentukan untuk penggarap.
d.	Bagian masing-masing harus berupa bagian yang masih umum dan global dari keseluruhan hasil panen. Syarat ini juga telah terlaksana, bahwa pembagian hasil panen antara pemilik lahan dan penggarap berupa bagian yang masih umum dan global yakni 1/3 bagian untuk pemilik lahan dan 2/3 bagian untuk penggarap dari keseluruhan hasil panen yang didapatkan.
5.	Syarat tanah yang akan ditanami. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
a.	Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Tanah di Desa Gelap telah memenuhi syarat untuk dijadikan lahan pertanian, hal ini terlihat dari kondis sawah pada musim-musim tertentu, misalnya pada musim rendengan, walikan, dan telonan para petani bisa menanam padi.
b.	Batas-batas tanah itu jelas, supaya tidak menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad. Mengenai batasan sawah yang harus dikelola oleh petani, hal ini sesuai dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh pemilik tanah dan sesuai dengan batas kepemilikan tanah yang tertulis di sertifikat tanah.
c.	Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. dalam konteks akad nelon lahan pertanian di Desa Gelap pemilik tanah sudah menyerahkan tanahnya kepada petani (penggarap).
6.	Syarat tujuan akad. Akad dalam mukha>barah harus sesuai dengan tujuan dilaksanakanya akad, baik menurut shara‘ maupun ‘urf (adat). Tujuan tersebut adalah salah satu dari dua perkara, yaitu mengambil manfaat tenaga penggarap, di mana pemilik tanah mengeluarkan bibitnya, atau mengambil manfaat atas tanah, di mana penggarap yang mengeluarkan bibitnya. Tujuan akad nelon lahan pertanian di Desa Gelap adalah mengambil manfaat atas tanah, di mana penggarap yang mengeluarkan bibitnya.
7.	Syarat alat yang digunakan. Alat yang digunakan untuk bercocok tanam, baik berupa hewan (tradisional) maupun alat modern haruslah mengikuti akad, bukan menjadi tujuan akad. di Desa Gelap segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman diserahkan sepenuhnya kepada petani (penggarap).
8.	Syarat masa mukha>barah. Syarat yang menyangkut jangka waktu harus dijelaskan dalam akad sejak semula. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah sebagai berikut:
a.	Waktunya telah ditentukan. di Desa Gelap waktunya telah ditentukan untuk mengelola sawah adalah berdasarkan musim tanam bukan berdasarkan tahunan. Karena yang dimaksud waktu di sini adalah jangka atau masa penggarapan sawah, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gelap waktu penggarapan bisa pada waktu musim tanam rendengan, walikan, atau pada waktu musim telonan. Namun demikian, penetapan waktu tetap tergantung pada petani (penggarap) dan pemilik tanah.
b.	Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud. di Desa Gelap biasanya waktu untuk mengelola sawah dari masa tanam sampai masa panen adalah 4 (empat) bulan.
c.	Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak menanam menurut kebiasaan. di Desa Gelap kebiasaan yang telah dilakukan oleh petani (penggarap) dan pemilik tanah ketika musim rendengan, walikan, dan telonan adalah tanaman padi.
Akad tersebut menjadi adat istiadat dalam melakukan akad perjanjian secara lisan tanpa disertai dengan pencatatan formal. Adat kebiasaan seperti ini merupakan hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat setempat dan dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan al-Hadis. Hal ini berdasarkan pada kaidah ushuliyah yang berbunyi:
الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ
Artinya : Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.​[41]​
Kebiasaan yang terjadi di masyarakat dan sudah dilakukan tanpa ada masalah, maka hal tersebut bisa dijadikan sebagai hukum. Kebiasaan adalah istilah hukum yang sering disebut dengan ‘urf  atau adat.​[42]​ Menurut kesepakatan jumhur ulama suatu adat atau ‘urf bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1.	Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
2.	Perbuatan, perkataan yang dilakukan secara berulang-ulang dan sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
3.	Tidak bertentangan dengan ketentuan nas, baik Al-Qur’an maupun al-Sunnah.
4.	Tidak mendatangkan kemadaratan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.​[43]​
Pelaksanaan bagi hasil dengan sistem nelon ini berdasarkan adat kebiasaan, dimana kemaslahatannya lebih banyak dari pada madharatnya, sehingga adat tersebut dapat dijadikan sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan nas. Apa yang diberlakukan dalam tradisi tersebut dapat diberlakukan seperti halnya hukum shara‘. Dalam kaidah fiqh dijelaskan:
الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِالنَّصِ
Artinya: Yang berlaku berdasarkan ‘urf, (seperti) berlaku berdasarkan dalil shara’.​[44]​
Berdasarkan paparan keseluruhan diatas dengan mempertimbangkan segi manfaat dan pendapat para ulama serta tidak ada nas yang secara tegas melarang bagi hasil dengan sistem nelon. Maka dengan ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa tradisi bagi hasil dengan sistem nelon di Desa Gelap diperbolehkan oleh syara’, karena sudah memenuhi syarat-syarat dalam pembagian hasil panen serta bagi hasil tersebut merupakan kebiasaan yang sudah berlangsung sejak lama dan membawa kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat banyak.
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